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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya
Laporan Akhir Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun
2018. Laporan akhir ini disusun untuk mempersiapkan penyusunan buku “Data Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018” sebagai bagian dari rencana
sekaligus pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar.

Laporan Akhir Penyusunan Data IDI di kota Blitar tahun 2018 ini menyajikan
berbagai data dan analisis terhadap berita di media massa dan dokumen-dokumen
terkait peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan terkait dengan demokrasi yang
terjadi di kota Blitar selama tahun 2018. Berbagai berita dan dokumen tersebut akan
dianalisis berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi
Indonesia. Metode pengumpulan data diperoleh dari berita-berita di media massa dan
berbagai dokumen para pemangku kepentingan yang menjadi anggota Kelompok Kerja
(POKJA) IDI Kota Blitar.

Untuk memperkuat fakta dan analisis, dibutuhkan wawancara mendalam dan
focus group discussion (FGD). Hasil akhir analisis ditampilkan dalam bentuk buku yang
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menyusun program-program
kerja untuk memperkuat kinerja demokrasi pada institusi anggota POKIJA, guna
mengatasi dan mengantisipasi peristiwa sosial, politik, hukum dan keamanan di Kota
Blitar. Pada akhirnya, semua kebijakan politik dan program kerja yang dibuat oleh para
pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari POKJA IDI dapat bersinergi, saling
dukung dan saling melengkapi demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik di
kota Blitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna.
Kami mengharapkan berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan
yang terlibat dalam penyusunan Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota
Blitar Tahun 2018.

Kota Blitar, 2018

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat
menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi
di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara
kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas.
Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di
Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan
tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan
menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu
tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan
perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan
tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai
berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan
demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi
mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut
didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data- data yang
diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi
dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya
IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk
pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat
diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau
indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat

diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
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daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi
perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan
ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur vyang jelas dalam menilai tingkat
perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang
tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data- data
tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai
rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara
bersamasama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka
bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang
akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah
provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan
demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki perkembangan
demokrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan utama dari penyusunan IDI adalah
menyediakan data kuantitatif berkaitan dengan kinerja demokrasi di masing- masing
provinsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah data indeks demokrasi
Indonesia dapat dikumpulkan di tingkat kota dan kabupaten dan apakah kemudian data
tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini kondisi demokrasi di tingkat kabupaten atau
kota? Untuk itu, kehadiran dari “Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar Tahun 2018” ini
menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberi arahan dalam menjawab

pertanyaan di atas.
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1.2. Tujuan Penyusunan Data— Tahun -

Penyusunan Data [N di Kota Blitar tahun 2018 ini

bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar.
Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kota Blitar
sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia.
Mengingat data dan informasi yang dikumpulkan adalah data-data di kota Blitar,
maka data IDI yang disusun ini adalah bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa
sosial, politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di kota Blitar sepanjang tahun 2018.
Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka
data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa sosial, politik,
hukum, dan keamanan yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja

demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

1.3. Target Penyusunan Data IDI Kota Blitar
Sedikitnya ada 3 (tiga) target utama dari penyusunan Data Indeks Demokrasi Kota
Blitar ini, yaitu:
1. Memberikan paparan kondisi dan peristiwa demokrasi selama tahun 2018 di kota
Blitar berdasarkan data dari institusi terkait dan berita di media massa.
2. Memberikan arahan tentang metode “pengintegrasian” IDI ke dalam Rencana
Pembangunan Daerah Kota Blitar.
3. Memberikan arahan tentang teknik penerapan IDI kedalam program, dan/atau

kegiatan pemerintah daerah Kota Blitar.

1.4. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Buku Data Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2018, antara lain:

.
I o 17 I il

dan I
3. 12 [ 1995 I Pemasyarakatan;
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[

7. . 12 I 2006 N Kewarganegaraan _
[ 2009 NN 12, ——
Indoensia [ 4967);

. I

I Indoensia NEG——
No 11 [ 2013 [ Penanganan Fakir Miskin;

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

2. I 48 1982 [ Perubahan Batas Wilayah
it 1982

I 75, I 3243);

I \o. I
I \o. I
[

I 5¢ I 2016 N Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pemerintah Kota Blitar.

Republik Indonesia [N 3¢ I 2013
Peratuan Timur I 1 B 200°
I (Rpir) I Timur
peratuan | NNINININGGNEGEGEEEE v I 3 B 2014
I (RPJM) I Timur [ 2014-

2019;

E—— 7rrintan

(Lembaran [ 1/6);
Blitar [ 8 I 2010 I

I (<P)¢) I Kota Biitar
Blitar [N 2020 [N 2);

Blitar [N ¢ I 2017 I Perubahan Atas |
. 2

I Kota Blitar NG
I Kota Blitar NN 4 NN Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Blitar [NENNNN 5 I 2016 (——
., 201.7;
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BAB 2
TEORI DAN KONSEP

2.1. Llandasan Konseptual IDI

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik
adalah sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Namun, pada tingkat
kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam
sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh
semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl
1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Berangkat dari sejumlah kelemahan tersebut, maka Dahl (1971), mengusulkan
konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik”. Poliarki dinilai
lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam
sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan
oleh ”banyak rakyat” bukan oleh "semua rakyat”, oleh "banyak orang” bukan oleh ”"semua
orang.”

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan
dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk
1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, 2) berekspresi atau berpendapat, 3)
menjadi pejabat publik, 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan
dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, 5) memberikan
suara dalam pemilihan umum, 6) ada pemilihan umum yang jurdil, 7) adanya sumber-
sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan 8) adanya jaminan
kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan
bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan
umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka
untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl,
1971: 3).

Pada bagian lain, William Case (2002), membedakan ada dua kategori utama
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demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model

demokrasi yang dimaksud adalah,h Case - sebagai: _
|
|
I offiliasi
I -ssensial,
. sccencon, I
|
I o disebut terakhir [l tulis |NNN: 5).
sejatinya - banyak kesamaan dengan model polyarkhy, sebagaimana diusulkan
oleh Dahl (1971).

Kendati tidak dikemukakan secara eksplisit, Case (2002) terlihat mendukung konsep
polyarkhy—dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat” bukan oleh
"semua rakyat”, oleh "banyak orang” bukan oleh ”"semua orang” —sebagai model yang
paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara- negara sedang
berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model polyarkhy tersebut, tampaknya
terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari dua varianProcedural
Democracy, vyaitu: Semi-Democracy dan Pseudo-Democracy. Secara umum, Semi-
Democracy dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara regular,
tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik Semi-
Democracy, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat
dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas. Lebih
spesifiknya, ) menulis sebagai berikut:

“lin a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections,
thus offering a snapshot of propriety on voting day. But they have limited
civil liberties beforehand, thereby hindering opposition parties in contesting
effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize,
operate head-quarters, solicit contributions, select their own leaders and
candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other
hand, they are prevented from reaching wider audiences by the
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government’s owning most media outlets, they are restricted in circulating
their own party publications, and they are barred from organizing mass
rallies, even daring campaign periods.”

Sementara, karakteristik dari Pseudo-Democracy, antara lain, juga ditunjukkan oleh
dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu
sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal
ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran
parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah.

Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki
otonomi, karena dominanya intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur
kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekruitmen kader, maupun dalam hal
keuangan partai. Dalam narasi yang lebih elaboratif, Case (2002: 8), mendeskripsikan
karkateristik dari Pseudo-Democracy sebagai berikut:

“Beyond semi-democracies, one find pseudo-democracies, a category in
which elections are also held regularly. However, these elections are rigged,
while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression,
information, and assembly all rigidly controlled. But the most striking
qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the
respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in
pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with
governments interfering deeply in their formation, organizational structure,
selection of officers and candidates, fund-rising, and campaigning. Thus,
while opposition parties may win legislative seats, they are barred from
performing even limited accountability functions.”

Akhirnya, dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis diatas, maka

definisi demokrasi, bila boleh disederhanakan, sejatinya tidak lain adalah h

N oleh, | —
. karena kebebasan sipil

merupakan salah satu "inti” dari konsepsi demokrasi, Freedom House, menggunakan
"kebebasan”, bukan “demokrasi”, untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara-

negara di dunia (Gastil, 1993: 22).
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Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl
(1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) kemudian membedakan konsep demokrasi,
poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (Political

Rights) dan Kebebasan Sipil (Civil Liberty).

2.2. Aspek, Variabel dan Indikator IDI

dimensi [ tentang demokrasi
. maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI1), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek
kajian. Tiga aspek yang dimaksud
_ Institusi _). Aspek pertama dan
kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat
dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (civil liberty dan political rights) tidak mungkin
akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur
pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi juga harus
diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah,
maka dalam penyusunan IDI, institusi demokrasi, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.
Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan kedalam 11 (sebelas) variabel, dan
selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel
tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI.

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia

1. Kebebasan 1. Kebebasan
Sipil Berkumpul dan
Berserikat

2. Kebebasan
Berpendapat

3. Kebebasan
Berkeyakinan

4. Kebebasan dari

Diskriminasi
2. Hak-Hak 5. Hak Memilih dan
Politik Dipilih

6. Partisipasi Politik
dalam Pengam-
bilan Keputusan
dan Pengawasan
Pemerintahan

3. Lembaga 7. Pemiluyang
Demokrasi Bebas dan Adil
8. Peran DPRD

9. Peran Partai Politik

10. Peran Birokrasi
Pemerintah
Daerah

11. Peradilan yang
Independen

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah
yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang
Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah
yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang
Menghambat Kebebasan Berpendapat,

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan
agamanya

Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan
Menjalankan Ajaran Agama,

Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok
Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait
Ajaran Agama,

Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis,
dan Kelompok Rentan Lainnya,

Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal
Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena
Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,

Hak memilih atau dipilih terhambat

Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat
menggunakan hak pilih

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Voters turnout

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan

Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
Kecurangan dalam penghitungan suara

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan

Perda yang merupakan inisiatif DPRD

Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
Persentase perempuan pengurus partai politik

Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan
bersalah oleh keputusan PTUN

Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
Keputusan hakim yang kontroversial

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau
polisi
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2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep civil liberty berkaitan dengan apa yang disebut denganl
|
.]. Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari civil
liberty, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi,
antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (free speech), kebebasan press
(free press), kebebasan untuk berserikat (assembly), dan kebebasan untuk berkeyakinan/
beribadah (worship) (Bealey, 2000: 56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama,
ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan
sebutan supreme coercive authority. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya
kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena
akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa
yang John Stuart Mill sebut sebagai “tyranny of the majority”. Ancaman yang disebut
terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber
dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000: 57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan
kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat
tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka
aspek “Kebebasan Sipil “(Civil Liberties) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat)
variabel utama, yaitu:

1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.

2) Kebebasan Berpendapat.

3) Kebebasan Berkeyakinan. dan

4) Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018




2.2.2. Aspek Hak-hak Politik

Bollen (1993) menulis, bahwa “political rights exist to the extent that the national
government is accountable to the general population and each individual is entitled to
participate in the government directly or through representatives.” Pernyataan ini secara
implisit mengindikasikan bahwa political rights mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak-hak politik (political rights) ini, maka Robert Dahl
(1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan
suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara,
pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara
atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek political rights ini kemudian telah diturunkan
kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

1) Partisipasi Masyarakat dalam Politik, dan

2) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan.

2.2.3. Aspek Lembaga Demokrasi

Kendati kata "institusi” itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara
disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah
didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan
melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealy, 2000: 166). Bila definisi ini
dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah
institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan
bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka
institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur”— meliputi, antara lain,
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur” —seperti

misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk
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tujuan pengukuran IDI, aspek institusi demokratis pun telah dioperasionalkan kedalam 4

(empat) vagiabel utama, sebagai berikut:
1) L{pemwu)_m.
2) peran NN R-\yat I (DPRD).

3) Peran Partai Politik, dan

4) Peradilan yang Independen.

2.3. Gambaran Umum Kota Blitar

Gambaran umum kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh darih
I Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2018”, artinya keseluruhan gambaran umum
pada paparan ini adalah potret dari kondisi Kota Blitar di tahun 2017.

Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan
dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan
aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain:
pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS), hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan,
kepolisian), sosial kemasyarakatan (agama), industri dan tenaga kerja (jenis industri dan

jumlah tenaga kerja).

|

Secara geografis, kota Blitar

B 802 - g%¢’

kabupaten I satu-satunya I ot> IR

Sanan kulon, Il

wn
©
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I.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar

. . Pada [ 2018
649 . masih sama dengan tahun

sebelumnya.

I Dari total 118 perangkat kelurahan di Kota Blitar, lebih dari separuhnya sudah

berpendidikan Diploma/S1, sedangkan sisanya berpendidikan SLTA.

2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

I |0 I, PP [l Gerindra
dengan N anceoto. I Derokrat I sedangkan
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Partai Golkar, [l Hanura, [l Nasdem [
N 3 R rasiing:-
masing [ PD! Perjuangan, PKB, dan Partai Nasdem.
s I
I 7 I
.
Kegiatan DPRD pada tahun 2018 yang paling banyak adalah Rapat Komisi sebesar 29
% dari total kegiatan. Sedangkan produk yang dihasilkan sebanyak 32 produk hukumyang

terdiri dari 14 Peraturan Daerah, 14 keputusan DPRD, dan 4 keputusan Pimpinan DPRD.

2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil
Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar juga mengalami penurunan, dari 3.801 PNS menjadi 2.983 PNS. Komposisi PNS
pada tahun 2018 adalahh L3790 1 04 -
Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah PNS terbanyak masih didominasi oleh Dinas
Pendidikan Daerah yang mencapai 40 % dan Rumah Sakit Mardi Waluyo sebesar 15 %.
Dari tahun ke tahun kualitas SDM dilingkungan Pemerintah Kota Blitar diupayakan

untuk semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikandengan

]
I scbanyak922 [N hanya sejumiah 127

orang (-86,2persen). PNS dengan pendidikan Diploma(D1, D2 dan D3) sejumlah489 orang
(16,39 persen). PNS dengan pendidikan setingkat S1 dan S2 yang masing-masing sebesar
51,42 persen dan 5,43 persen.Untuk PNS berpendidikan SMA sebesar 22,5 persen.

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS semua golongan mengalami penurunan. PNS
golongan | berkurang 26,3 persen dari 95 orang menjadi 70 orang, golongan Il berkurang
13,7 persen dari 746 orang menjadi 644 orang, golongan Ill berkurang 19,7 persen dari
1.865 orang menjadi 1.497 orang, dan golongan IV berkurang 29,5 persendari 1.095 orang

menjadi 772 orang.
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2.3.2. Hukum dan Kriminalitas

2018 [ 537 .

2017 turun

21,54 persen dibanding tahun lalu dari 441 kasus menjadi 346 kasus. Sedangkan kejahatan narkoba

yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2017 sebanyak 20 orang. Jumlah terbanyak ada di

Kecamatan Sananwetan. Sedangkan jenis narkoba yang digunakan adalah sabu-sabu dan obat
keras (Pil LL).

Seiring meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas juga semakin

meningkat. Adapun jumlah korban meninggal, luka berat dan kerugian materi semakin turun.

Sedangkan luka ringan meningkat sebesar 82 persen dari 61 orang menjadi 111 orang.

2.3.3. Agama

mencapai
91,66 (3,69 I
AN, 02 07 N 41 ——06 _—).

dan lainnya (0,03 persen).

2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja

D 2017 formal sebanyak 137
dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.753. Sedangkan

4.643 [ dan [ scbanyak 8.682 orang. Nilai investasi total

sebesar Rp. 74,147 juta.

Dan nilai produksi sebesar Rp. 722,782 juta —
.
B serts I teroe. IR torcop: N
I dan - Jumlah unit usaha
industriyang | 2017 S 4750
N dan tenaga kerja NG
R 2 575
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I sekitar 65,44 persen tenaga kerja total di semua unit industri.
4.780 [—
B 12435 I sebogian besar I

I dan Sektor—

dengan jumlah usaha [l penyerapan tenaga kerja paling kecil adalah industri kertas dan

barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan.
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BAB 3
METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Pilihan atas teknik-teknik pengumpulan data, tentunya, sangat ditentukan oleh,
antara lain, sifat penilitian yang dilakukan, dan jenis data yang diperlukan. Atas dasar
pertimbangan ini, maka dalam konteks penyusunan IDI, disepakati bahwa_teknik

pengumpulan data menerapkan apa yang dikenal dengan metode triangulation h
I .oliatatif,

Untuk lebih spesifiknya, ada 4 (empat) metode utama yang digunakan dalam
pengumpulan data untuk penyusunan IDI, _
I dan media daring),

Mengapa empat metode tersebut dipilih, dan apa relevansinya terhadap proses

penyusunan IDI akan menjadi fokus bahasan pada diskusi berikut.

s ——

I review [ —
I diaggap N vang .
realistis | — salama .
B 2013) I : . 1! I ¢ I

Medialah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut
demokrasi atau proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus, dari hari ke
hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil
review media dan dokumen dijadikan sebagai basis utama dalam penyusunan IDL.

Studi media dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendata, dan
mengklasifikasikan berita-berita sosial politik, hukum, pemerintahan, keamanan,
keagamaan, dan kehidupan demokrasi yang dimuat di media massa lokal (surat kabar dan

media daring). Media massa yang direview untuk Penyusunan Data Indeks Demokrasi di
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Kota Blitar tahun 2018 adalah Radar Blitar (Jawa Pos), Surya, Mayangkara News.Com. dan
Harian Bhirawa.Com.

Penelusuran pada berbagai media tersebut dimaksudkan untuk menyusuri sebanyak
mungkin berita dan informasi yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI di Kota Blitar,
sekaligus sebagai sarana untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan uji
triangulasi sumber. Meskipun demikian, media massa yang menjadi acuan utama tetap
media yang secara umum diakui kredibilitasnya.

Sementara untuk jenis dokumen, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah dan DPRD—seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota,
Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan DPRD, rekomendasi DPRD—serta dokumen-
dokumen resmi lainnya—seperti data demonstrasi dari Kepolisian, data APBD dan data
pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

Studi Dokumen (mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif,
kepolisian, LSM dan lembaga/institusi lain yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi).
Berbagai lembaga/instansi yang disasar dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks
Demokrasi Indonedia (I1D1) di Kota Blitar antara lain adalah:

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar

Humas Pemerintah Kota Blitar

Bappeda Kota Blitar

BPS Kota Blitar

DPRD Kota Blitar

Pengadilan Negeri

Kepolisian

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

Bawaslu Kota Blitar

LSM (Sapuan — Sahabat Perempuan dan Anak), dan lain lain.

Studi media dan studi dokumen (media and document review), dalam kegiatan
Penyusunan Data Indeks Demokrasi (IDI) di Kota Blitar, dipilih sebagai teknik pengumpulan

data utama. Pertimbangannya adalah karena keduanya merupakan cara menggali
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informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu
pengamatan selama satu tahun/2018) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28
indikator IDI. Lebih jauh, media adalah perekam denyut kehidupan dan proses demokrasi
di daerah, selama satu tahun, dari hari ke hari, sehingga sangat relevan jika data hasil studi

media dan dokumen dijadikan basis utama dalam penyusunan IDI.

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam kaidah penelitian ilmiah, FGD termasuk pada kategori teknik pengumpulan
data kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, maka FGD dapat
berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik
pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode lainnya.
Pilihan atas peran ini, antara lain, sangat ditentukan oleh apa tujuan dari FGD itu sendiri
dilakukan.

Mengingat proses pengumpulan data dalam penyusunan IDI itu sendiri
menggunakan lebih dari satu metode—dan di antara metode-metode tersebut, review
media dan dokumen difungkan sebagai basis utama dalam menjaring data kuantitatif—
maka peran dari FGD dalam hal ini lebih difungsikan sebagai "komplementer” terhadap
metode pengumpulan data melalui review media dan dokumen.

Secara umum, tujuan utama dari aplikasikannya FGD adalah untuk menjaring data
kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Namun demikian, secara
lebih khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD pada kontek
pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan
penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif
berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review
media dan review dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki
tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif)
berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan

review dokumen.
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3.1.3.. Wawancara Mendalam

Sama halnya dengan FGD, wawancara mendalam (in-depth interview) dalam kaidah
penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatitif. Secara
umum, teknik wawancara mendalam, biasanya dilakukan dengan tujuan, antara lain: (1)
mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi, (2) me-rekonstruksi kejadian yang
dialami pada masa lalu; (3) memproyeksi hal-hal yang diharapkan ke-depan; dan (4)
memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain (Moleong,
2005: 186). Pada dimensi yang lebih khusus, yakni dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, teknik
In-depth Interview umumnya digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
yang lebih mendalam—atau melakukan eksplorasi atas pandangan/perspektif
narasumber—berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti (Guion, 2006; Berry, 1999).

Pada konteks penyusunan IDl, In-depth Interview diaplikasikan dengan tujuan
untuk melakukan verifikasi dan pendalaman-pendalaman informasi yang telah diperoleh
melalui review media, review dokumen dan FGD. Oleh karenanya, cukup beralasan jika
kemudian Focus Group Discussion dalam kegiatan penyusunan data Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) di Kota Blitar, lebih difungsikan sebagai metode komplementer terhadap
metode pengumpulan data utama (studi media dan dokumen). Secara umum, tujuannya
adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator 1DI.
Sedangkan secara khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD
dalam proses pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang
pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data
kuantitatif yang dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. Kedua,
melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap
indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-
indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

Secara keseluruhan, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana logika
keterkaitan diantara 4 (empat) metode pengumpulan data, sebagaimana telah
dikemukakan di atas, dirancang untuk kepentingan penyusunan IDI? Dengan singkat,
“benang merah” keterkaitan diantara empat metode pengumpulan data tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut. Dua metode yang pertama (review media dan review dokumen)
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berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek,
variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-data quntitatif yang telah terekam melalui
review media dan review dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang
dijaring melalui dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview). Dengan demikian,
cukup jelas tergambarkan sekarang, bahwa sejatinya “skor akhir” dari masing-masing
indikator IDI akan ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh
melalui dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) serta data

kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview).

3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI

Pada seluruh rangkaian proses membaca, memaknai dan mengumpulkan data-
data untuk IDI, maka peran POKJA sangat menentukan. Artinya, POKJA diharapkan dapat
memainkan peran utama dalam bersama-sama menganalisis dan memaknai IDI di Kota
Blitar. Melalui peran ini, maka POKJA IDI diyakini akan mampu dalam mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan dari kinerja demokrasi di wilayah Kota Blitar serta mampu
berperan sebagai “motor” penggerak dalam merumuskan “Tema Program” dan “Kegiatan”

dalam rangka peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya.
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BAB 4

REVIEW MEDIA

4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring

Review media dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik
media dianggap sebagai salah satu sumber informasi yang realistis untuk mendapatkan
data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan sepanjang tahun 2018) berkaitan
dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Medialah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut
demokrasi atau proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus, dari hari
ke hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil
review media dijadikan sebagai salah satu basis dalam penyusunan data IDI.

Untuk penyusunan data IDI di Kota Blitar tahun 2018, media yang dipilih bukan
hanya surat kabar, tetapi juga media daring. Untuk surat kabar yang dipilih adalah: Radar
Blitar (Jawa Pos) dan Surya dengan pertimbangan memiliki oplah besar di kota Blitar.

Sedangkan untuk media daring, yang dipilih adalah: http://harianbhirawa.com/ dan

mayangkaranews.com, dengan pertimbangan memiliki suplemen atau halaman berita

khusus untuk Kota Blitar.

Berita-berita yang dipilih adalah peristiwa politik, pemerintahan, hukum dan sosial
di Kota Blitar, yang secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Demokrasi Indonesia.
Sehingga berita yang di review adalah yang bersinggungan dengan aspek, variabel dan
indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia saja.

Melakukan review bukan sekedar membaca namun berupa menemukan,
memaparkan dan menganalisis. Review media dilakukan per 3 (tiga) bulan dan terdapat
kemungkinan dalam bulan tertentu tidak ada berita yang berhasil ditemukan dan tidak

layak untuk dianalisis karena tidak mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.
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4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Maret 2018

bunga di tengah

serta dapat membahayakan

No Issue / Berita Aktor Tujuan Dampak

1 Aksi protes warga Warga Jalan Warga berharap Jalan Aksi ini mengganggu
Jalan Cemara Cemara, Komisi cemara yang rusak segera pengguna jalan.
dengan Ill DPRD kota diperbaiki karena (negatif), indikator 16
Penempatan pot Blitar mengganggu kenyamanan

pemerintah Kota
Blitar menambah
gaji guru ngaji
honorer

DPRD Kota Blitar,
Perwakilan GTT
forwara kota
Blitar

aspirasi para guru honorer
tentang ketidaksesuaian
gaji dengan kinerja yang
dilakukan.

jalan. pengguna jalan.

2 Partisipasi Komisioner KPU | Partisipasi masyarakat Peningkatan persentase
masyarakat dalam Kabupaten Blitar | dalam pilgub diramalkan masyarakat dalam
Pilgub 2018 Divisi Keuangan akan mencapai 77 persen, pesta demokrasi
ditargetkan Umum dan merupakan peningkatan pemilihan gubernur
mencapai 77 Logistik signifikan dari 59,53 persen | 2018. (positif), non
persen. di pilgub sebelumnya. indikator

3 Dewan mendesak Wakil Ketua DPRD telah menyalurkan Usulan perda baru

tentang penambahan
gaji guru ngaji honorer

dan kesejahteraan

tenaga pendidik non-

PNS. (positif), non
indikator

4 Woacana Perdin
untuk siswa bolos
sekolah.

Ketua Komisi |
DPRD Kota Blitar,
Dinas Pendidikan
Kota Blitar,
Kepala sekolah
se-kota Blitar
dan Satpol PP

DPRD memperhatikan
kualitas peserta didik di
kota Blitar sehingga
mewacanakan peraturan
agar peserta didik lebih
disiplin dan menyadari
tanggung jawabnya.

Didorong menjadi
rekomendasiDPRD
kepada eksekutif.

(positif), non indikator

5 Panwaslu

Ketua Panwaslu

Menginformasikan kinerja

Perbaikan kualitas DPT.

OPD kota Blitar.

terkait pendirian pasar
modern atau swalayan.

menemukan 817 (Moechlis panwaslu sebelum (positif), ranah pilgub
data ganda DP4 Wibowao) melakukan pelaksanaan tidak termasuk
Pilgub 2018. indikator IDI.

6 Penetapan Raperda | Wakil Walikota Pemkot Blitar Didorong menjadi
pembatasan Blitar, Ketua memperhatikan kondisi perda inisiatif.
pendirian Swalayan | DPRD Kota Blitar, | ekonomi masyarakat (positif), indikator 21.
di Kota Blitar Seluruh ketua dengan membuat raperda

7 Tolak politisasi
masjid dalam Pilgub
2018

Remaja masijid,
Ormas Islam dan
alim ulama

Menghimbau tim sukses
dan pemilih agar tidak
menggunakan masjid atau
mushola sebagai tempat
kegiatan politik. Inisiatif
masyarakat untuk
mewujudkan kondisi politik
yang kondusif, dengan
berbagi aktivitas positif.

Masyarakat yang
aspiratif. (positif),
indikator 17

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018




Eks-pegawai
Columbia yang di-
PHK, menuntut
pemenuhan hak
pegawai

Penyelesaian
sengketa oleh
Disperindag
dengan para
pihak

Columbia wajib memenuhi
tuntutan Eks-pegawai yang
di-PHK. Masyarakat yang
dirugikan, menyampaikan
aspirasi melalui jalur yang
benar kepada Disperindag
dan DPRD

Masyarakat aspiratif.
(positif), indikator 17

9 Peraturan KPU Kota Blitar Bahwa KPU provinsi telah KPU bersikap netral dan
penambahan APK membuat peraturan baru adil. (positif), indikator
dalam Pilgub Jawa tentang penambahan 18
Timur 2018 jumlah APK yang boleh

dipasang

10 | Penolakan Massa LSM KRKP | Masyarakat secara kritis, Masyarakat aspiratif.
masyarakat terkait Blitar menuntut beberapa (positif), indikator 17
Uu MD3 ketimpangan dalam UU

MD3 yang harus segera
diluruskan dan diperbaiki.
Aspirasi disampaikan
melalui jalur yang benar,
kepada DPRD Kota Blitar
dan tanpa kekerasan.

11 | Payung hukum Wakil Walikota Pemerintah Kota Blitar Birokrasi responsif
untuk rencana Blitar dan Fivi menunjukkan dukungan gender dan anti
anggaran responsif | Diawati terhadap isu kesetaraan diskriminasi. (positif).
gender (Narasumber) gender. lika negatif dan terjadi

ketidakberpihakan
gender, akan
mempengaruhi
indikator 8 dan 9

12 | Pelanggaran pemilu | (Ketua Panwaslu | Masa kampanye pilgub Penyelenggara pemilu
berupa Kota Blitar), KPU, | 2018, penegakan peraturan | tegas dan netral.
pemasangan APK di | Satpol PP KPU tentang pemasangan (positif). Apabila
sekolah APK oleh Panwaslu dibiarkan, KPUD dapat

dianggap berpihak, shg
mempengaruhi
indikator 18

13 | Unjuk rasa Samsul Anwar Kebijakan satu NIK untuk Masyarakat aspiratif.
penolakan (Ketua KKB), registrasi ke 3 kartu (positif), indikator 17
kebijakan satu NIK Bambang perdana membuat
hanya untuk (pemilik konter penghasilan konter kecil
registrasi 3 kartu pulsa) menurun. Aspirasi
perdana pengusaha disampaikan

melalui DPRD Kota Blitar
dan tanpa kekerasan
14 | Peran perempuan Rudi Wijanarko Harapan peran perempuan Birokrasi responsif

dalam
pembangunan
masih kurang.

(Sekda kota
Blitar)

dalam pembangunan dapat
semakin ditingkatkan.

gender (positif). jika
negatif dan terjadi
ketidakberpihakan akan
mempengaruhi
indikator 8 dan 9
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4.2.1. Analisis

Selama triwulan pertama tahun 2018, terjadi perbaikan kinerja demokrasi di kota
Blitar. Tercatat ada 2 usulan wacana raperda inisiatif (rancangan anggaran responsif
gender dan raperda tentang penambahan gaji guru ngaji honorer dan kesejahteraan
tenaga pendidik non-PNS) dan penetapan 1 raperda menjadi perda Raperda pembatasan
pendirian Swalayan di kota Blitar. Menunjukkan bahwa kinerja parlemen mengalami
peningkatan (indikator 21). Termasuk rekomendasi DPRD kepada Dinas Pendidikan untuk
merancang peraturan dinas tentang anak sekolah yang membolos (indikator 22).

Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
pemerintahan layak mendapatkan pujian karena dalam rentang waktu tiga bulan terjadi 4
(empat) kali unjuk rasa damai yang merupakan wujud dari pengaduan masyarakat
mengenai penyelenggaraan pemerintahan (indikator 17). Sayangnya terjadi satu bentuk
protes warga Jalan Cemara yang menempatkan beberapa pot bunga di tengah jalan. Aksi
ini mengganggu kenyamanan warga untuk melintasi jalan tersebut sehingga dikategorikan
sebagai unjuk rasa yang bersifat kekerasan (indikator 16).

Aspek hak-hak politik juga mendapatkan pemenuhan yang baik pada triwulan
pertama. Sebagaimana ditunjukkan melalui kinerja KPU, Panwaslu, Panwascam, dan
Satpol PP kota Blitar yang melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan KPU
tentang pemasangan APK. KPU menunjukkan ketegasan dan sikap netral selama
pelaksanaan pilgub (indikator 18). Terlebih dengan penemuan 817 data ganda DP4 oleh
Panwaslu. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas Daftar Pemilih
Tetap (indikator 13).

Birokrasi pemerintah Kota Blitar menunjukkan kepeduliannya terhadap isu
diskriminasi dalam hal gender dan kelompok rentan lainnya (anak-anak dan penyandang
disabilitas). Tercatat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk
menjamin kebebasan sipil dari diskriminasi. Pertama, dukungan Wakil Walikota Blitar
dalam menyiapkan rancangan anggaran responsif gender. Kedua, dukungan Sekda Kota
Blitar dalam kegiatan peningkatan kapasitas tentang peningkatan peran perempuan dalam

pembangunan (indikator 8 dan 9).
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Kota Blitar akan meningkatkan anggaran yang responsif gender sebagai bukti
dukungan Pemkot atas upaya penyetaraan dan pengarusutamaan gender di Kota Blitar.
Peningkatan anggaran ini juga memerlukan sebuah kebijakan agar dapat menyentuh Dinas
P3A, PP, KB serta OPD sehingga dalam penganggaran ini tidak hanya untuk
mengakomodasi kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara tetapi juga dapat
dirasakan untuk kepentingan anak dan penyandang disabilitas. Kota Blitar telah memiliki
Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sangat tinggi sehingga sangat memungkinkan
untuk mengembangkan anggaran responsif gender mulai dari penyusunan anggaran
sampai evaluasi.

Porsi perempuan yang menempati sejumlah jabatan strategis hingga jabatan lainnya
sudah terisi baik dalam lingkup pemerintah maupun OPD Kota Blitar. Perempuan memiliki
hak yang sama seperti lelaki dalam menempati jabatan yang disesuaikan dengan latar
belakang pendidikan yang dimiliki. Dalam bidang pembangunan, peran perempuan perlu
ditingkatkan utamanya pada penyampaian ide dan gagasan serta proses perencanaan
pembangunan. Selain itu perempuan juga harus dapat terlibat pada planing, monitoring
dan evaluating sebuah pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan

kesetaraan gender di Kota Blitar.

4.3. Rangkuman Peristiwa bulan April hingga Juni 2018

No IssuefAktivitas Aktor Tujuan Dampak

1 Penertiban baliho DPCPDI Perjuangan, | Penurunan baliho Jaminan pemilu yang
peringatan bulan bung fraksi PDIP di DPRD bulan bung Karno bebas dan adil. KPU
karno yang terdapat Kota Blitar, panwaslu | melanggar peraturan | tidak berpihak
foto cawagub no urut kampanye (positif).
dua di jalan Abmad Yani jika dibiarkan,

memberi nilai negatif
diindikator 18

2 | Sejumlah APK Pilgub Ketua Panwaslu Kota | Untuk KPU koordinasi dengan
Jatim hilang dan rusak Blitar, Anggota KPU menindaklanjuti alat | Pemkot untuk
Kota Blitar Divisi kampanye yang memastikan keamanan
SDM dan Partisipasi hilang. APK agar tidak terjadi

kerusakan dan hilang.
(positif), jika dibiarkan
memberi negatif di
indikator 18
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KPU kesulitan melacak
data NIK Penghuni lapas

KPU Kota Blitar,
Pemilih Lapas
dewasa, Pemilih
Lapas anak,
Dispenduk Capil.

Pelacakan data NIK
warga Lapas untuk
menggunakan hak
pilihnya pada Pilgub
Jatim.

Hilangkan hambatan
hak memilih dan
dipilih. (positif),
warning bagi indikator
11, jika dibiarkan
niainya jadi negatif

4 Revisi DPT, berkurang KPU kota Blitar, DPS yang tidak Peningkatan kualitas
sebanyak 424 jiwa Panwaslu kota Blitar memenuhi syarat DPT. (positif), jika
dibandingkan DPS harus di coret dari dibiarkan memebri

Daftar Pemilih Tetap. | nilai negatif di
indikator 13

5 Sebanyak 2.000 warga KPU Kota Blitar, Masyarakat harus Voters turnout
terancam tidak bisa Dispendukcapil, PPS, | segera melakukan (positif).
mengikuti Pilgub PPK. perekaman KTP-El Menjamin hak

agar bisa nyablos memilih (positif).
Ranah pilgub tidak
menjadi bagian dari
indikator IDI.

6 Terdapat sekitar 500 KPU Kota Blitar, Warga yang belum Peningkatan Voters
pemilih yang belum Penghuni lapas, masuk ke DPT, dapat | turn out (positif).
melakukan perekaman Dispendukcapil menggunakan hak Untuk Kepentingan
KTP-EL pilihnya dengan DPT Nasional.

melengkapi form A5. | indikator 14

7 KPU Kota Blitar tetapkan | KPU Kota Blitar Penetapan DPT yang | Perbaikan kualitas

DPT Pilgub Jatim sudah valid DPT. (positif). Untuk
Pligub tidak menjadi
bagian indikator.

8 KPU pastikan angka Komisioner KPU Kota | Menginformasikan KPU Kota Blitar
golput menurun Blitar Devisi kepada masyarakat melakukan sosialisasi

Perencanaan bahwa KPU ke sekolah karena
Anggaran dan memastikan angka terdapat banyak
Program Data, golput tahun ini akan | pemilih pemula.

bina OSIS. menurun. (positif), indikator 12

9 Buka posko pengaduan h Antisipasi bagi Jaminan anti

THR I | pengusahanakal diskriminasi, Buruh
] yang tidak memberi | sebagai kelompok
] THR kepada rentan (positif)
I Blitar. karyawannya.

10 Sejumlah 484 napi di Penghuni lapas, Jaminan hak politik Jaminan hak politik

kota Blitar Ikut coblosan | KPPS, Komisioner bagi 484 napi untuk untuk memilih
KPU Kota Blitar ikut berpartisipasi (positif). Pllgub tidak
dalam Pilgub Jatim. menjadi bagian dari
indikator

11 Coblosan di RS Mardi KPU Kota Blitar Pasien dan warga Ketersediaan fasilitas

waluyo RSUD Mardi Waluyo dan jaminan akses
yang memiliki hak agar tidak
pilih dapat nyoblos menghambat hak
memilih dipilih.

12 TPS 8 Kepanjenlor KPU, KPPS,Bawaslu. Pelanggaran pemilu Pelanggaran pemilu,
Melakukan Pemungutan karena terdapat kecurangan.

Suara Ulang

pemilih non DPT
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13 Warga Blitar Tolak Warga Blitar Menggelar aksi tolak | Warga Blitar ikut
Terorisme terorisme membuat spanduk
menggunakan yang menyatakan
spanduk deklarasi. penolakan terhadap
terorisme. (positif)
indikator 4
14 | Anak punk gelar aksi Anak punk Acara ini digelar yang | Citra dari anak punk
solidaritas memiliki tujuan semakin Positif dan
untuk membantu untuk keluarga korban
korban Teror Bom. teror bom menjadi
terbantu. (positif)
indikator 4
15 | Spanduk ‘Save Warga Sukorejo, Mendukung Masyarakat pro
Samanhudi Anwar’ Dewan Pimpinan Samanhudi Anwar Samanhudi berani
mulai bertebaran di kota | Cabang PDIP kota menyatakan pendapat
Blitar. Blitar dan dukungannya.
(positif) indikator 4

4.3.1. Analisis

Kurun waktu antara bulan April hingga Juni 2018, adalah bulan-bulan politik bagi
Kota Blitar, karena mengalami masa kampanye, pemungutan suara hingga pemungutan
suara ulang, sebagai bagian dari proses pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur. Peran
KPU dan Panwaslu Kota Blitar menjadi pusat perhatian para pihak yang terlibat dalam
Pilgub Jatim 2018. Penyelenggara pemilu dan pengawas Pemilu melakukan secara
maksimal semua upaya agar kebijakan dan tindakan yang diambil dapat mencerminkan
kinerja yang baik demi meningkatkan variabel hak memilih dan dipilih dan variabel pemilu
yang bebas dan adil dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Banyak fakta yang membuktikan ketegasan dan netralitas KPU dan panwaslu selama
proses Pilgub Jatim 2018. Hal ini dapat dilihat dari upaya menertibkan ratusan
I (ebih dari 100 titik (indikator 18).Penertiban ini
dilakukan di 97 titik di Kecamatan Kepanjenkidul, 16 titik di Sukorejo dan yang terakhir di
kecamatan Sananwetan yang berjumlah 1 titik. Penertiban ini dilakukan bersama dengan
Satpol PP. Penertiban ini terus dilakukan mengingat banyaknya APK ilegal. Panwaslu
memastikan terus melakukan pemantauan secara intensif untuk penertiban APK dan
bahan kampanye lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Blitar.

Berbagai kegiatan KPU dalam menuju pelaksanaan pilgub dan pilpres merupakan

upayanya untuk mengurangi hambatan hak memilih dan dipilih (indikator 11), antara lain:
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sosialisasi formulir A5 bagi warga luar Kota Blitar agar bisa nyoblos di TPS terdekat di Kota
Blitar, sosialisasi perekaman KTP elektronikdan penyediaan fasilitas bagi penyandang
cacat, orangtua dan orang yang sakit. Pelaksanaan coblosan di lapas dan RSUD Mardi
Waluyo adalah tindakan-tindakan KPU untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan
orang sakit dan penyandang cacat, dapat menggunakan hak pilihnya (indikator 12).

Kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula, pelacakan NIK bagi warga lapas,
sosialisasi perekaman KTP elektronik, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan angka
voters turn out secara nasional (indikator 14).

Validasi pemilih, temuan jumlah DPT yang berkurang, temuan data nama DPT ganda
adalah upaya untuk menjamin peningkatan kualitas DPT Kota Blitar (indikator 13). Yang
paling ditunggu adalah penetapan DPT Kota Blitar. KPU Kota Blitar, resmi menetapkan
110.255 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jatim 2018, Rabu sore 18 April 2018.
Jumlah 110.255 DPT yang ditetapkan, meliputi 539.789 pemilih laki-laki dan 563.763
pemilih perempuan. DPT ditetapkan pasca adanya Daftar Pemilih Sementara hasil
perbaikan. Jumlah DPT diketahui berkurang 394 pemilih dibandingkan jumlah DPS Kota
Blitar 110.659 pemilih. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan PPS serta PPK,
sebagian pemilih dalam DPS diketahui tidak memenuhi syarat sehingga harus dicoret dari
DPT, diantaranya karena pindah domisili dan ditemukan adanya beberapa Data Pemilih
Ganda. Dalam pemutakhiran data yang dilakukan juga ditemukan adanya beberapa
pemilih pemula yang harus ditambahkan, karena sudah berusia 17 tahun saat pelaksanaan
Pilgub bulan Juni. DPT yang sudah ditetapkan sudah disetujui semua pihak, diantaranya
Panwaslu Kota Blitar. Setelah DPT Kota Blitar ditetapkan, selanjutnya digelar penetapan di
tingkat Provinsi Jatim.

Sayangnya ada satu noda diantara semua kegiatan yang mempengaruhi nilai positif
IDI Kota Blitar, yaitu terjadinya kecurangan pemilu karena ditemukan pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT. Sehingga dilakukan (psU) I 8
I Kepanjenior, I Kepanjenkidul [l Blitar. Hal ini mempengaruhi skor
pada variabel pemilu yang bebas dan adil (indikator 19). Keputusan KPU Kota Blitar untuk
melakukan pemungutan suara ulang itu dikarenakan adanya penggunaan hak suara diluar

DPT lebih dari satu orang. Hal itu melanggar peraturan dalam PKPU No.8 Tahun 2018,
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khususnya yang terdapat pada pasal 59 ayat (1) tentang perhitungan dan pemungutan
suara. Awalnya laporan ini didapatkan dari Panwascam, Panwaslu dan PPK terkait indikasi
ketidaksesuaian ini, sehingga dilakukan klarifikasi dan identifikasi diketahui melanggar
sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.
Inisiatif yang dilakukan oleh

I d cngan membuka POSKO Pengaduan THR adalah kebijakan yang layak
dipuji karena menunjukkan komitmen keberpihakan pemerintah Kota Blitar terhadap
kalangan buruh sebagai bagian dari kelompom rentan (indikator 8 dan 9). Para buruh dan
karyawan yang tidak menerima THR bisa melapor ke Posko yang nantinya akan ditindak

lanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan.

No. Tentang ], diwajibkan kepada setiap pengusaha memberikan THR
maksimal H-7 wajib diberikan [N satu bulan

I Misalkan gaji 1.000 per bulan maka THR yang harus dibayarkan 12% dari gaji itu.
Selaras dengan inisiatif di atas, beberapa aksi membuka mulut dan kepedulian
masyarakat terhadap fenomena terorisme di Indonesia juga mulai gencar dilaksanakan.
Jika diingat kembali pada 14 Mei 2018 tiga gereja yang ada di Surabaya di bom. Hal ini
membuat masyarakat Blitar membuat deklarasi mengukut aksi biadab itu dengan cara
membentangkan spanduk yang bertanda tangan menolak terorisme. Spanduk tersebut
tersebar di sudut kota mulai dari alun-alun kota, Kebon Rojo dan beberapa pusat
keramaian lainnya. Begitu melihat spanduk deklarasi, tanpa diminta warga langsung
membubuhi tanda tangan. Mereka juga menuliskan kata-kata kutukan bagi terorisme.
Tidak berhenti disana, aksi serupa juga dilakukan beberapa kelompok anak punk yang
notaben-nya dianggap sebagai bagian negatif dari sebuah kota. Di Kota Blitar aksi
kepedulian terhadap korban teror bom yang ada di Surabaya justru malah disuarakan oleh
anak-anak punk. Pada 15 Mei 2018 bertempat di JI. Ahmad Yani Kota Blitar sedikitnya 15

anak punk yang membentangkan spanduk yang tertuliskan pesan agar semua warga

—, di
I scbaga [ terorisme. Dengan ciri khasnya belasan tersebut

mereka menghampiri pengendara dengan membawa kardus untuk membantu
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seikhlasnya. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kelompok anak punk kepada korban
bom dan keluarga korban yang mana seluruh dana yang dikumpulkan oleh mereka akan
disalurkan kepada keluarga korban. Kegiatan ini membuktikan bahwa dukungan dan aksi
peduli dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang status mereka. Kegiatan ini
menambabh nilai positif sesuai dengan indikator 4.

Kegiatan penyampaian suara hati rakyat ternyata tidak hanya tertuju pada
fenomena terorisme di Surabaya, namun juga ditujukan kepada walikota Blitar tertuduh
korupsi. Spanduk dukungan kepada Samanhudi Anwar bertebaran di kota Blitar pasca
walikota Blitar ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Spanduk yang
bertuliskan ‘Save Samanhudi Anwar Walikota Blitar’ terpasang di sejumlah titik strategis
di kota Blitar dengan tanda tangan di bagian bawah spanduk bertuliskan ‘Suara Rakyat’.
Kegiatan ini benar-benar merupakan inisiatif masyarakat Blitar yang mendukung
Samanhudi, sebagaimana pernyataan Dewan Pimpinan Cabang PDIP kota Blitar yang
menolak tuduhan sebagai pemberi instruksi pembuatan spanduk tersebut. Termasuk
dukungan dari beberapa tukang becak yang menggelar doa bersama sebagai bentuk
dukungan kepada Samanhudi, karena dianggap sebagai walikota yang melahirkan banyak

kebijakan nyata bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan.

4.4. Rangkuman Peristiwa Bulan Juli hingga September 2018

No IssuefAktivitas Aktor Tujuan Dampak
Menjamin hak warga - .
Perekaman KTP Dispendukcapil negara untuk memilih :Zlfkn;;r:';':' (positif),
1 | Elektronik Sekitar danKPU kota | dan dipilih dan inel N
. . . Voters turn out (positif),
7000 Pemilih Pemula | Blitar meningkatkan angka L
indikator 14
voters turn out
. Membersihkan Kampanye hitam adalah
Cyber Polres Blitar . i . bentuk ancaman oleh
Kota melakukan Polres Blitar Kampanye Hitam di masvarakat van
2 . . . Kota, Ketua KPU | Dunia Maya Pada Pileg Y yang
Patroli Media Sosial o menghambat kebebasan
RI 2019, karena menjadi L
24 Jam . | berpendapat (positif),
ancaman bagi demokrasi | . .
indikator 4
Menjamin hak politik Menghilangkan
Mantan Napi i warga negara, untuk hambatan terhadap hak
3| Dilarang Nyaleg KPU Kota Blitar | o rmilih wakil rakyat memilih dan dipilih.
yang cacat hukum (positif), indikator 11

Data Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar Tahun 2018
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Z 77 GDN\W HRP
“OMOHBRXUH

EDSSHGED EQMUNRW JR IG
“QMUDHVBRXUH

6XEP MWMG R 3 DADGILDQ 8 QYHIMW

6\VGHANB DSHU

/77 \WIEG HRP
“OMOHBRXUH

GIIE XQM DF IG
QM OHNERXUH

NSX P DAANXWQIDK JR LG
“QMUOHNERXUH

6 XEP MMG R 8 QiyHUAMWV -HP EHU

6VMGHNB DSHU

MRXUODOXQDIUDF 1G

“QMOHNERXUAH

HWMHVHV XI0Q P DDQJ DF LG
“QMOHNERXUH




VHP DIDQINRW JR IG
“OMOHBRXUH

SDVXWXDONRW ESV JR IG
“QMUDHVWBRXUH

6 XEP MMG R 8 QiYHUAMWV 1 HI HUL3 DGDQJ

6VGHANB DSHU

NP EHUW FRP
“OMOHBRXUH

Z77 NDEDSWRY JRIG
“QMUDHVBRXUH

EDSSHGD HIHERONDE JR IG
“QMUOHNERXUH

6 XEP MWWMG WR 8 QLYHUAWV 3 XVWALD YdDWP
6\WGHQWB DSHU

6 XEP MMG R 8 QYHUUWV' ISROHIRLR

6\VXGHANB DSHU

HODP RUIG
“OMOHBRXUH

J DSRUMCRU
“QMUDHWBRXUH

DI XVESV ERIVSRWARP
“QMUDHWBRXUH

ZZ7Z7 NMRINDNRW JR IG
“OMOHBRXUH




P HGD QHOAFRP
“QMDHWBRXUH

SVWEGHVKDUH QHW
“QMUDHWBRXUH

/77 EDWP QHZVRRIG
“QMOHBRXUH

EDZ DX G\ JRIG
“QMUIDHVBRXUH

6XEP WMGWR . ROVRUUXP 376 -QGRQHMD
6P DQK.DP SXV—

6VXGH\B DSHU

EQMUNRW JR IG
“QMUDHVBRXUH

ZZZ NXP HOHSWP HV FRP
“OMOHBRXUH

VVEQX\D FR IG
QM OHNERXUH

FRUWH D XN
“QMUDHWBRXUH

R\ FRUDHUBZ NHUE®RIVSRWERP
“QMUDHWBRXUH

6 XEP MMG R 8 QYHUAMV 3 HOW + DLDSDQ

6VXGHANB DSHU

G\SS JRIG
“QMUDHWBRXUH



MK NSX JR G
“QMUOHWERXUAH

NSX NDEDLSLRY JR IG
_QMQHVERXUH

77 7 FQQQGRQHMVD FRP

“QMLHNERXUAH

6XEP WMG WR 6UZ IND\ D 8 QlYHMW

6\VGHANB DSHU

6XEP WG VR 8 GD\ DQD 8 QLYHUIW

6VMGH\B DSHU

UIHSRMWRU  IW DF IG
“QMOQHVERXUFH

6XEP WMGW 67~ . HVXP D 1 HJ DD %DAaU

6\VGHANB DSHU

6 XEP MMG VR 8 QlyHUAMWV 1 DMRQDO

6VMGH\B DSHU

ELRVGP NHSULHRP
“QMUOHERXUAH

6 XEP WMG VR 8 QlYHUAWWV 1 HITHW6XWDED\ D 7KH
6V 8 QYHUAW RI 6 XWDED\ D

6VXGH\B DSHU

4G RU
-OMUOHGRXUAH



NHVEDQI SROMWIQJ SLRY JR LG
“QMUDHVBRXUH

SSIG EORMUNRW JR IG
“QMOHBRXUPH

ZZZ GSUA JRIG
_QMQHBRXUH

6XEP WMG VR ) DNXGV ( NRQRP L8 QYHUARV
“OGROHMD

6VXGH\B DSHU

727 IQRVGP FRP
“QMOHWERXUAH

([ FXGH TXRWV 2Q ([ FXGH P DWKHV Z RUWGBV
([ FXGHELEQRIWDSK\ 2 Q



